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BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  36  TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (PROGNOSIS) menunjukkan adanya 

pencapaian target dan realiasasi yang tidak sesuai 

dengan yang direncakan, Maka perlu dilakukan 

perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gresik          Tahun 2016; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, perubahan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5234 ); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5495); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia   Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5717); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah      

Tahun 2015; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

20. Peraturan Gubernur  Jawa Timur Nomor 40 Tahun 

2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah ketigakalinya 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 

Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2015 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2008 Nomor 6); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 

Tahun 2015 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2015 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 

2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 

Nomor 16); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 

2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 

Nomor 18); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-

undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2012 Nomor 2); 

28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2015 Nomor 951); 

29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 

Nomor 534);  

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016. 
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Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gresik. 

3. Bupati adalah Bupati Gresik.  

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 

rencana pembangunan tahunan daerah. 

 

Pasal 2 

 

(1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan 

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun 

Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2016. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menguraikan perubahan program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan pada Tahun 2016. 

(3) Perubahan RKPD sebagaimana yang dimaksud pada           

ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I  :  Pendahuluan 

Bab II  :  Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan 

Triwulan II 

Bab III  :  Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 

Daerah dalam   Perubahan RKPD 

Bab IV  : Penutup 

 

Pasal 3 

 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan 

Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai 

dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2016. 



7 

 

(3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 

21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Tahun 2016. 

(4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2016 

dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan 

RKPD Tahun 2016 maka digunakan program dan kegiatan 

hasil Perubahan RKPD Tahun 2016. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal  31 Agustus 2016         

BUPATI GRESIK, 

 

Ttd. 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal  31 Agustus 2016                 

Plt.  SEKRETARIS DAERAH 

  KABUPATEN GRESIK, 

Ttd. 

 

      Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM 
           Pembina Utama Muda   

NIP. 19580126 198512 1 002 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 636 


